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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2.0!6

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG

DAN HAKIM KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

SALINAN

bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
tugas . konstitusional Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2Olt, perlu
menyesuaikan ketentuan tentang honorarium
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2Ol4 tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ol4 tentang Hak
Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim
Konstitusi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2074
tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung
dan Hakim Konstitusi;

b.

Mengingat:
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Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O03 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlL Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ol4
tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung
dan Hakim Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 154) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2Ol4 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas
Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5851);

2.

3.

4.

MEMUTUSKAN:
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55
TAHUN 2OL4 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 154)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5851) diubah sebagai berikut:

l. Ketentuan Pasal 13A diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal l3A

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 bagi Hakim Konstitusi
diberikan honorarium dalam hal:

a. Penanganan
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a. Penanganan perkara perselisihan hasil
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

b. Penanganan perkara pengujian undang-

undang, sengketa kewenangan lembaga

negara, dan perselisihan hasil pemilihan

umum; dan

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diberikan sampai dengan

terbentuknya badan peradilan khusus yang

memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

hasil pemilihan gubemur, bupati, dan walikota.

Ketentuan Pasal l3B ayat (1) substansi terap dan

penjelasan diubah sehingga penjelasan pasal 13B

ayat (1) yaitu sebagaimana tercantum dalam

Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 2 peraturan

Pemerintah ini.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan

angka 2 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

2.

3.

Agar .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 259

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Asisten Politik, Hukum, dan

ti Bidang Hukum dan
-undangan,

K
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2Oi4
TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG

DAN HAKIM KONSTITUSI

I. UMUM

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pembubaran partai
politik; perselisihan hasil pemilihan umum; dan pendapat DpR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
pen5ruapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau

Wakil
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Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperiksa dan diadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final oleh
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 20ll tentang perubahan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah
Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan
pelaku kekuasaan kehakiman lainnya yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 juncto pasal l0 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO3 tentang
Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi
merupakan judex juris sekaligus juga judex factie yang membedakan
dengan cabang kekuasaan kehakiman lainnya. Selaku judex juris
Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan konstitusionalnya
dengan memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dengan
menggunakan batu uji (obrussa) konstitusi, sedangkan sebagai jud.ex
factie Ma}:kamah Konstitusi menyelenggarakan persidangan untuk
memeriksa fakta dan bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan
fakta-fakta dari suatu perkara konstitusi.

Perubahan ketiga Peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk
memberikan dukungan fasilitas dan keuangan kepada Hakim
Konstitusi dan gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan
Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi guna
memulihkan dan meningkatkan kuaritas kesejahteraan meralui
pemberian honorarium.

Peraturan . .
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Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai:

pengecualian ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung
dan Hakim Konstitusi, yakni Hakim Konstitusi yang
melaksanakan:

a. kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sampai dengan

terbentuknya badan peradilan khusus; pengujian undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; sengketa kewenangan lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan perselisihan hasil
pemilihan umum diberikan honorarium;

b. tugas kedinasan lain diberikan honorarium sesuai peraturan
perundang-undangan. Pemberian honorarium tidak
dimaksudkan untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara pembubaran partai politik dan perkara mengenai

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

pelanggaraan oleh Presiden dan/ atau Wakil presiden menurut
Undang-Undang Dasar, juga tidak dimaksudkan untuk
menerima pembayaran pihak luar kecuali atas beban anggaran

Mahkamah Konstitusi. Pemberian honorarium ini diberikan
sesuai dengan standar biaya masukan;

pemberian honorarium kepada gugus tugas dan/ atau pegawai di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;
perubahan penjelasan Pasal l3B ayat (1) yang memuat mengenai
penjelasan tentang gugus tugas dan/atau pegawai.

2.

3.

II. PASAL. . .
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Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perkara
pengujian undang-undang adalah
perkara pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan perkara
sengketa kewenangan lembaga negara
adalah perkara sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan perkara
perselisihan hasil pemilihan umum
adalah perkara perselisihan hasil
pemilihan umum untuk memilih
anggota Dewan Perwalilan Ralgzat,

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah.

Pasal 13A

Ayat (1)

Huruf c
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Huruf c

Yang dimaksud dengan "tugas
kedinasan lain" adalah Hakim
Konstitusi melaksanakan tugas dinas
yang berhubungan dengan tugas dan
fungsi kelembagaan Mahkamah
Konstitusi berdasarkan penugasan
Ketua Mahkamah Konstitusi, antara lain
menjadi narasumber, pembahas dan
penilai pada kegiatan seminar, diskusi,
kuliah umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

138

Ayat (1)

Yang dimalsud dengan "gugus tugas
dan/ atau pegawai" adalah perangkat yang
memberikan dukungan kepada Mahkamah
Konstitusi dalam rangka menyelesaikan
perkara perselisihan hasil pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota; pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; dan perselisihan hasil pemilihan
umum yang terdiri atas pegawai di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta tenaga
perbantuan instansi, dan tenaga perbantuan
non instansi.

Pasal II
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Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5956


